
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1708, 2018  KEMEN-LHK. Adipura. Pedoman. Perubahan.  

 

 

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  

REPUBLIK INDONESIA 

   NOMOR P.99/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN 

KEHUTANAN NOMOR P. 53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2016 TENTANG 

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM ADIPURA  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kabupaten/kota 

yang bersih, teduh dan berkelanjutan, perlu 

dilaksanakan program Adipura di kabupaten/kota; 

b. bahwa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Nomor P.53/Menlhk/Setjen/ 

Kum.1/6/2016 sudah tidak sesuai dengan 

kebutuhan penilaian kinerja Pemerintah Daerah 

sehingga perlu dilakukan perubahan;  

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan tentang perubahan atas Peraturan 

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 

P.53/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Program Adipura; 
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Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 3888), sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 

1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 86);   

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang 

Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5059); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagiamana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar 

Negara Republik Inonesia Tahun 2015 Nomor 8, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 

tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86); 
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang 

Pengendalian Kerusakan Dan/Atau Pencemaran 

Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan 

Kebakaran Hutan Dan/Atau Lahan; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 

tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian 

Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 

tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 

tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 

tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan 

Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5347); 

12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 

05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha 

dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis 

Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408); 

13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 

13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Reduce, Reuse, dan Recycle melalui Bank Sampah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 804); 

14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Nomor P.53/Menlhk/Setjen/ 

Kum.1/6/2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan 
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Program Adipura (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 1049); 

15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Nomor Nomor P. 18/Menlhk-II/2015 

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN 

KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR 

P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2016 TENTANG 

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM ADIPURA. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/Menlhk/Setjen/ 

Kum.1/6/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Program 

Adipura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

1049), diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 35 

Pemantauan di bidang pengendalian pencemaran udara 

dilaksanakan melalui kegiatan pengukuran dan 

pengujian selama 10 (sepuluh) hari pada 3 (tiga) lokasi di 

setiap kota. 

 

2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 51 diubah, sehingga 

Pasal 51 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 51 

(1) Dalam hal hasil penggabungan penilaian 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 

menunjukan: 
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a. nilai total < 73 (kurang dari tujuh puluh tiga), 

untuk semua kategori kabupaten/kota; 

dan/atau 

b. nilai TPA <71 (kurang dari tujuh puluh satu), 

kabupaten/kota tidak dapat diusulkan untuk 

mendapatkan penghargaan Adipura. 

(2) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a dan huruf bdapat diubah dengan 

memperhatikan peningkatan kinerja lingkungan 

pemerintah daerah dalam periode 3 (tiga) tahun 

pelaksanaan Program Adipura. 

(3) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) ditetapkan oleh Menteri. 

 

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 57 diubah, sehingga Pasal 57 

ayat (2) berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 57 

(1) Menteri menetapkan peraih penghargaan Adipura 

dan jenis penghargaan Adipura berdasarkan hasil 

pemeringkatan akhir. 

(2) Jenis penghargaan Adipura sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) terdiri dari: 

a. Adipura Kencana; 

b. Adipura; 

c. Sertifikat Adipura; dan 

d. Plakat Adipura. 

 

4. Judul paragraf 2 Adipura Paripurna diubah, sehingga 

berbunyi sebagai berikut: 

 

Paragraf 2 

Adipura Kencana 
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5. Ketentuan ayat (1) Pasal 58 diubah, sehingga Pasal 58 

ayat (1) berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 58 

(1) Adipura Kencana diberikan kepada kabupaten/kota 

yang memenuhi syarat sebagai wilayah 

berkelanjutan. 

(2) Syarat kabupaten/kota berkelanjutan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. telah mendapat anugerah Adipura 3 (tiga) kali 

berturut-turut dalam kurun waktu 3 (tiga) 

tahun terakhir atau telah mendapat anugerah 

Adipura Kencana pada periode terakhir; 

b. menempati peringkat 5 (lima) besar untuk kota 

metropolitan dan kota besar, dan menempati 

peringkat 10 (sepuluh) besar untuk kota sedang 

dan kota kecil; 

c. nilai seluruh lokasi capaian kinerja ≥ 71 (lebih 

dari atau sama dengan tujuh puluh satu); 

d. mampu mengolah sampah paling sedikit 15% 

(lima belas persen) dari total timbulan sampah; 

e. tidak mengoperasikan tempat pemrosesan akhir 

dengan sistem pembuangan terbuka; 

f. memiliki fasilitas pemanfaatan energi dari 

sampah; 

g. memiliki izin lingkungan untuk tempat 

pemrosesan akhir sampah sesuai Peraturan 

Perundang-undangan di bidang izin lingkungan; 

h. memenuhi luasan ruang terbuka hijau sebesar 

30% (tiga puluh persen) dari luasan wilayah; 

i. memiliki taman keanekaragaman hayati;  

j. memiliki instalasi pengolahan air limbah 

domestik komunal; 

k. memiliki jalur sepeda; 

l. memiliki moda transportasi massal; 

m. memiliki program kegiatan tanpa kendaraan 

bermotor; 

n. memiliki program kampung iklim; 
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o. menggunakan sel surya untuk sumber energi 

pada penerangan jalan umum, penerangan 

taman, dan/atau lampu pengatur lalu lintas; 

p. melakukan inventarisasi gas rumah kaca; dan 

q. menerapkan kebijakan pengurangan 

penggunaan kantong plastik. 

 

6. Paragraf 3 Adipura Kirana dihapus. 

 

7. Ketentuan Pasal 59 dihapus. 

 

8. Paragraf 4 Adipura Buana diubah, sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

 

Paragraf 3 

Adipura 

 

9. Ketentuan Pasal 60 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 60 

Adipura diberikan kepada kabupaten/kota yang 

memenuhi syarat sebagai kabupaten/kota yang memiliki 

kinerja pengelolaan lingkungan yang baik, 

menggabungkan unsur sosial, ekonomi, dan lingkungan 

untuk membentuk wilayah layak huni yang tercermin 

dari masyarakat kabupaten/kota yang peduli lingkungan. 

 

10. Paragraf 5 Bhakti Adipura dihapus. 

 

11. Ketentuan Pasal 61 dihapus. 
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12. Ketentuan Pasal 62 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 62 

Syarat kinerja pengelolaan lingkungan yang baik 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 meliputi: 

a. nilai Adipura memenuhi nilai batas bawah yang 

ditetapkan oleh Menteri; 

b. telah menyusun kebijakan dan strategi daerah 

pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah 

sejenis sampah rumah tangga, berdasarkan 

ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/ 

PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan 

Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah 

Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah 

Rumah Tangga; 

c. tidak mengoperasikan tempat pemrosesan akhir 

dengan sistem pembuangan terbuka; 

d. tidak terjadi pembakaran hutan dan lahan;dan 

e. tidak terjadi kasus akibat pertambangan. 

 

13. Ketentuan ayat (3) huruf a Pasal 64 diubah, sehingga 

berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 64 

(1) Plakat Adipura diberikan kepada kabupaten/kota 

yang memenuhi syarat sebagai kabupaten/kota yang 

memiliki lokasi dengan nilai terbaik. 

(2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 

a. pasar; 

b. terminal; 

c. taman kota; 

d. hutan kota; dan 

e. tempat pemrosesan akhir. 
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(3) Syarat kabupaten/kota yang memiliki lokasi dengan 

nilai terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 

a. bukan peraih anugerah Adipura Kencana pada 

periode berjalan; dan 

b. memiliki nilai lokasi paling tinggi untuk setiap 

kategori fungsional kota. 

 

14. Paragraf 1 Adipura Paripurna diubah, sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

 

Paragraf 1 

Adipura Kencana 

 

15. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 65 diubah, 

sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 65 

(1) Dewan Pertimbangan Adipura bersama Tim Teknis 

melakukan evaluasi terhadap kabupaten/kota yang 

memenuhi syarat mendapatkan Adipura Kencana 

melalui mekanisme presentasi dan wawancara 

dengan bupati/wali kota. 

(2) Kabupaten/kota yang melakukan presentasi dan 

wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

setelah melalui evaluasi Adipura. 

(3) Syarat untuk mendapatkan penghargaan Adipura 

Kencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 

a. telah mendapatkan anugerah Adipura 3 (tiga) 

kali berturut-turut dalam kurun waktu 3 (tiga) 

tahun terakhir atau telah mendapat anugerah 

Adipura Kencana pada periode terakhir; 

b. menempati peringkat 5 (lima) besar untuk kota 

metropolitan dan besar, dan menempati 

peringkat 10 (sepuluh) besar untuk kota sedang 

dan kota kecil; 
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c. nilai seluruh lokasi capaian kinerja ≥ 71 (lebih 

dari atau sama dengan tujuh puluh satu); 

d. mampu mengolah sampah paling sedikit 15% 

(lima belas persen) total timbulan sampah; dan 

e. tidak mengoperasikan tempat pemrosesan akhir 

sampah dengan sistem pembuangan terbuka. 

 

16. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 66 diubah, 

sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 66 

(1) Terhadap kabupaten/kota yang dinominasikan 

untuk menerima penghargaan Adipura Paripurna 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 wajib 

mengisi formulir isian Adipura Kencana yang 

dilengkapi dengan dokumen: 

a. lembar pernyataan yang ditandatangani oleh 

bupati/wali kota; dan 

b. lampiran data pendukung dalam bentuk 

salinan cetak dan/atau salinan digital. 

(2) Bupati/walikota menyerahkan formulir isian dan 

kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) kepada Menteri melalui Sekretariat Adipura 

paling lambat 7 (tujuh) hari setelah formulir isian 

Adipura Kencana diterima. 

(3) Formulir isian Adipura Kencana sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran 

IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Menteri ini. 

  

17. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 67 diubah, sehingga 

Pasal 67 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 67 

(1) Tim Teknis dapat melakukan verifikasi 

kabupaten/kota nominasi peraih Adipura Kencana 

berdasarkan dokumen yang disampaikan 
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bupati/wali kota kepada Menteri sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2). 

(2) Hasil verifikasi kabupaten/kota nominasi peraih 

Adipura Kencana sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dievaluasi untuk dijadikan dasar penetapan 

peraih Adipura Kencana. 

 

18. Paragraf 2 Adipura Kirana dihapus.  

 

19. Ketentuan Pasal 68 dihapus. 

 

20. Paragraf 3 Adipura Buana diubah, sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

 

Paragraf 2 

Adipura 

 

21. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 69 diubah, sehingga 

Pasal 69 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 69 

(1) Sekretariat Adipura mengusulkan kabupaten/kota 

yang memenuhi syarat mendapatkan Adipura 

kepada Tim Teknis setelah dilakukan pemantauan. 

(2) Tim Teknis melakukan evaluasi terhadap 

kabupaten/kota yang memenuhi syarat 

mendapatkan Adipura sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1). 

 

22. Ketentuan Pasal 70 dihapus. 

 

23. Ketentuan Pasal 77 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 77 

Menteri mengembangkan, menerapkan, dan 

mengevaluasi mekanisme insentif kepada 
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kabupaten/kota yang meraih penghargaan Adipura 

Kencana dan Adipura. 

 

24. Ketentuan Pasal 78 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni 

ayat(2), sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 78 

(1) Menteri dapat mengembangkan, menerapkan, dan 

mengevaluasi mekanisme disinsentif kepada 

kabupaten/kota yang memiliki nilai Adipura dengan 

kategori paling rendah dan/atau nilai Adipura paling 

rendah untuk setiap kategori fungsional kota. 

(2) Mekanisme disinsentif sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dapat berupa: 

a. publikasi kabupaten/kota dengan nilai Adipura 

paling rendah; 

b. publikasi pengelolaan TPA dan/atau TPA 

Regional paling buruk; dan/atau 

c. tidak diprioritaskan dalam pengusulan 

kabupaten/kota untuk mendapatkan dana 

alokasi khusus lingkungan hidup sub bidang 

persampahan. 

 

25. Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

26. Lampiran III diubah sehingga berbunyi sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

27. Lampiran IV diubah sehingga berbunyi sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

28. Lampiran XIV dihapus. 

 

29. Lampiran XV dihapus. 
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Pasal II 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkannya dan berlaku surut sejak tanggal 1 Oktober 

2017. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 15 November 2018 

 

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN 

KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

SITI NURBAYA 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 21 Desember 2018 

   

DIREKTUR JENDERAL  

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

WIDODO EKATJAHJANA 
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